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Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal, Direktur

Jenderal Perikanan Tangkap, Direktur Jenderal Perikanan

Budidaya, dan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing

Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan

Perikanan.

Terbuka

Selasa, 18 Februari 2020

11.00 s.d. 16.00 WIB

Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK V)

Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta

Membahas:

1. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020;

2. Perubahan Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2020; dan

3. Lain-lain.

Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F.PDIP) dilanjutkan oleh

Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F.PG).

Drs. Budi Kuntaryo

A. 43 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI

B. Hadir Pemerintah:

1.Ir. R. Nilanto Prabowo, M.Sc. (Sekretaris Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan);

2. M. Zulficar Mochtar, S.T., M.Sc. (Direktur Jenderal
Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan);

3. Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si. (Direktur Jenderal Perikanan
Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan);

4. Dr. Agus Suherman (Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian
Kelautan dan Perikanan).

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Direktur
Jenderal Perikanan Tangkap, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, dan
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan membahas Rencana Kerja Anggaran
Tahun 2020, Perubahan Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2020, dan Lain-lain,
dibuka pukul 11.00 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. dan dinyatakan terbuka

untuk umum.



KESIMPULAN/KEPUTUSAN
1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan usulan perubahan alokasi anggaran

(realokasi) Eselon | Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020,

sebagai berikut:

a. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebesar Rp739.572.614.000,00
menjadi Rp839.272.614.000,00;

b. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan sebesar Rp366.017.696.000,00 menjadi
Rp346.017.696.000,00.

2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya, dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan
dan Perikanan, untuk dapat segera menyerahkan Bantuan Pemerintah (BP)
di sektor kelautan perikanan kepada kelompok-kelompok atau BUMDes yang
mempunyai nilai kelayakan guna peningkatan kesejahteraan pelaku utama
(nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, serta pengolah dan pemasar
ikan) di seluruh Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

. Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan c.qg.

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Direktorat Jenderal Penguatan
Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, untuk mengembangkan
kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru di setiap provinsi dalam
rangka optimalisasi pelayanan penyediaan benih, induk dan pelayanan
kesehatan ikan serta pusat pengolah dan pemasar hasil perikanan,
mengingat sampai saat ini UPT tersebut sangat terbatas/sedikit di seluruh
Indonesia sehingga ke depan akan mendekatkan/memudahkan
pendistribusian benih dan induk ke masyarakat yang membutuhkan serta
menumbuhkan pengusaha-pengusaha baru di bidang pengolah dan pemasar
hasil perikanan.

. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q.

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk meningkatkan industri
perikanan budi daya melalui program yang bersentuhan dengan masyarakat,
termasuk peningkatan fasilitas sarana dan prasarana budi daya.

. Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Direktorat Jenderal Penguatan
Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, untuk program model klaster di
sentra-sentra usaha kelautan perikanan yang berbasis komoditas unggulan
daerah guna meningkatkan produksi kelautan perikanan di setiap provinsi
sehingga target peningkatan konsumsi ikan di masyarakat sebesar 56,39
kg/kap di tahun 2020 dapat tercapai dan ekspor juga meningkat.

. Komisi IV DPRI RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q.

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk mengembangkan inovasi budi
daya perikanan, seperti; belut, sidat, dan jenis komoditas perikanan lainnya.

. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q.

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan,
untuk meningkatkan anggaran program gerakan memasyarakatkan makan
ikan (gemarikan) dengan memprioritaskan pada daerah-daerah yang memiliki



tingkat stunting yang masih tinggi melalui lembaga pendidikan umum dan
pondok pesantren di seluruh Indonesia.

. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan c.qg.
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya, dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan
dan Perikanan untuk menambah volume bantuan pemerintah bagi pelaku
utama perikanan (nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam) yaitu:
kapal nelayan, alat penangkapan ikan, permesinan kapal, SPDN, benih ikan,
indukan ikan, pakan ikan, obat/penyakit ikan, cool box, chest freezer, alat
kemasan untuk pengolah dan pemasar hasil perikanan, dan jenis
perlengkapan lainnya.

. PENUTUP
Rapat ditutup pukul 16.00 WIB.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.
Dedi Mulyadi
A-294
Sekretaris Jenderal Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Ttd.
Ttd.

Ir. R. Nilanto Perbowo, M.Sc. M. Zulficar Mochtar, S.T., M.Sc.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Direktur Jenderal Penguatan
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Daya Saing Produk Kelautan dan

Perikanan Kementerian Kelautan
dan Perikanan,
Ttd.

Ttd.

Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si. Dr. Aqus Suherman







